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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. BAPPEDA sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja SKPD addalah rencana Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja SKPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)          Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RENJA Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2018
B. LANDASAN HUKUM

1) Landasan Idiil : Pancasila.
2) Landasan Konstitusional : UUD 1945.
3) Landasan Struktural :
a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007            Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4723).

b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
e) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana    Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).

g) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23).

h) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.

4) Landasan Operasional :
a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950).
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286).

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014          Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang                    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).

i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

k) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

l) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21            Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

o) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11).
p) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14                 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009  Nomor 14).
q) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2).
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud

Maksud disusunnya RENJA ini adalah untuk menempatkan program penganggulangan bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan Daerah.

2. Tujuan 
a. Tujuan Internal
1) Terpenuhinya ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2) Tersedianya dokumen acuan bagi BPBD dalam merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya, dengan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Karanganyar, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.

3) Terjabarnya gambaran umum, program-program dan kegiatan-kegiatan BPBD dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD.

4) Terlaksananya seluruh jajaran aparatur di lingkungan BPBD dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan. 
5) Tersedianya alat pengukuran kinerja aparatur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya.
b. 
Tujuan Eksternal

1) Tersedianya masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Daerah yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi kerentanan dan pengurangan risiko bencana.

2) Tersedianya arah kebijakan atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam kondisi prabencana, saat bencana, maupun pascabencana.

3) Tersedianya gambaran bagi masyarakat dan dunia usaha bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki concern yang besar terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

4) Terciptanya sinergi program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman risiko bencana (ketangguhan), baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, instansi/ lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
5) Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran dalam rangka program penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen RENJA BPBD Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II 
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA 

B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
C. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

D. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

BAB III 
TUJUAN, SASARAN 

A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
BAB IV 
INDIKATOR PELAYANAN SKPD
BAB V   SUMBER PENDANAAN

BAB IV  PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA 
Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2015. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.
Perincian Alokasi Belanja Tidak Langsung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Karanganyar 
Tahun Anggaran 2015
	No
	Kelompok Belanja
	Alokasi DPA (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	Persentase (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Belanja Pegawai yang terdiri dari :
	 
	 
	 

	 
	a
	Gaji dan Tunjangan
	910,769,000
	861,316,543
	94.57%

	 
	b
	Tambahan Penghasilan
	120,600,000
	110,400,000
	91.54%

	JUMLAH
	1,031,369,000
	971,716,543
	94.22%


Perincian Alokasi Belanja Langsung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Karanganyar 

Tahun Anggaran 2015
	No
	Kelompok Belanja
	Alokasi DPA (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	Persentase (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	1
	Belanja Pegawai
	88,910,000
	84,705,000
	95.27%

	 
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2,835,024,000
	2,739,634,818
	96.64%

	 
	3
	Belanja Modal
	122,585,000
	122,310,000
	99.78%

	JUMLAH
	3,046,519,000
	2,946,649,818
	96.72%


a. Capaian Kinerja yang sudah Ditetapkan Tahun 2017
Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang tertuang dalam RENJA Tahunan tahun 2017 dibandingkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016. 
Adapun Program dan Kegiatan BPBD di Tahun Anggaran 2017 dan indicator nilai capaian kinerja (outcome) adalah sebagai berikut :
B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan OPD
a. Pelayanan masih bersifat parsial dan belum terencana dengan baik. Hal tersebut disebabkan visi dan misi BPBD yang telah ditetapkan kurang didukung dengan anggaran yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Sehingga pelayanan di tahun anggaran 2016 masih kurang maksimal. 
b. Kabupaten Karanganyar memiliki 8 potensi ancaman bencana berupa : tanah longsor/tanah gerak, banjir, angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, lahan, permukiman dan kawasan industri, bencana epidemik penyakit (KLB) dan bencana sosial. Walaupun Karanganyar adalah daerah yang rawan bencana, sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi.

c. Salah satu kinerja yang belum dapat diukur adalah penanggulangan kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD namun tidak diikuti dengan urusan, pembiayaan, personil, dan peralatan yang memadai. Sejauh ini BPBD mampu memenuhi SPM dalam penanggulangan kebakaran walaupun banyak kasus kebakaran yang tidak tertangani di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) akibat keadaan geografis dan keterbatasan peralatan. Untuk saat ini di Kabupaten Karanganyar hanya memiliki 1 Wilayah Manajemen Kebakaran saja. 

d. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62            Tahun 2008, Tanggal 19 Desember 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan; dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2031, maka suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas wilayah tersebut, dengan minimal satu WMK. Daerah Layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasar ketentuan ini Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. 
e. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69               Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, terdapat perubahan dalam menentukan WMK, dimana pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km2 atau 10.000 Ha, pemukiman pedesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 Ha, pada lingkungan kawasan industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km2 atau 2.500 Ha, pada kawasan hutan dengan luas 1.000 km2 atau 100.000 Ha dan lahan dengan luas 250 km2  atau 25.000 Ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. Sehingga apabila tidak berbenah diri memperlengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka BPBD tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena bagaimanapun kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BPBD merupakan OPD yang masih “balita” dengan klasifikasi organisasi “C”, namun telah menjalankan fungsi penanggulangan bencana melebihi kapasitas dan kemampuan organisasi klasifikasi “C”. Hal ini mengingat jenis dan kuantitas bencana yang semakin kompleks. Berbagai macam kejadian dan dampak bencana menguras sumberdaya Daerah, sementara sumberdaya manusia di lingkungan BPBD yang menjalankan sub fungsi administratif sangat sedikit untuk mendukung kinerja BPBD. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh BPBD adalah  :

a. Dalam kebijakan penanggulangan bencana : 

1) Kabupaten telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baru diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015, sehingga baru dalam proses penyusunan Peraturan Bupati sebagai Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan. sehingga landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif belum dapat terwujud.
2) PRB belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal sebagian besar wilayah di Kabupaten Karanganyar rentan bencana.
3) Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan berkait PRB dengan OPD/instansi terkait.
4) Keberpihakan PRB dalam pembangunan belum diakomodasi menjadi salah satu unsur dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah.

5) Terdapat peraturan yang justru menghambat upaya penanggulangan bencana.
b. Dalam aspek kelembagaan
1) Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu Unsur Pengarah. 
2) BPBD memerlukan pembelajaran teknis terkait manajemen teknis dan pelatihan teknis untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.

3) Aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti SATGAS PUSDALOPS PB dan SATGAS TRC PB baru dalam proses pembentukan, tetapi masih ada kendala berupa keterbatasan peralatan yang dimiliki dan dana operasional SATGAS tersebut. 
4) Masih adanya program kebencanaan di OPD lain (overlapping) dan tidak sinkron, seperti contoh : pemadam kebakaran          yang bergabung di Kantor Satpol PP, bantuan sosial bagi pengungsi ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penanggulangan penyakit menular masih dilaksanakan keseluruhan oleh Dinas Kesehatan.

c. Dalam aspek ketugasan
1) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada pengecualian.

2) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
3) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsif, sehingga bencana menimbulkan dampak yang besar.

4) Masih minimnya relawan siaga bencana yang aktif.
5) Rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyerap sumberdaya keuangan daerah.

6) Masih minimnya kesempatan dan anggaran untuk pengembangan sumberdaya manusia;
7) Sumberdaya yang masih belum memadai/ideal; 
8) Belum terdapatnya anggaran kontinjensi dan setiap tahapan penanggulangan bencana yang memadai;
9) Minimnya dana on call (operasionalisasi bencana) atau dana siap pakai (DSP);
10) Belum disiplin dalam melaksanakan SOP;
11) Kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil yang belum dapat tercapai secara ideal;
12) Laporan kejadian bencana dari wilayah terdampak yang masih sering terlambat, sehingga menyulitkan proses siaga darurat, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana;
13) Belum dimilikinya dokumen rencana teknis penanggulangan bencana.
2. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD
a. Tantangan
1).
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kabupaten Karanganyar membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Badan Penanggulangan Bencana sebagai OPD pelaksana dan penyelenggara penanggulangan bencana di Daerah.


Selain meningkatnya kuantitas kejadian bencana, Kabupaten Karanganyar ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis, sistematis dan terpadu, antara lain dengan memberikan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat luas, pemangku kepentingan dan dunia usaha.
2).
Meskipun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016 sudah terlaksana, dan sementara pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 baru dalam proses dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017 ini, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2016/2017 masih berkutat pada hal-hal yang terkait kelembagaan dan penyusunan administrasi pendukung kelembagaan yang belum lengkap. 
1) Pengintegrasian dan memadukan program PRB menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan Daerah.

2) Keterpaduan langkah dalam penanggulangan bencana antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sebagai wujud tanggung jawab bersama.

3) Merubah pendekatan responsif menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.

b. Peluang
1).
Banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/ direncanakan. Penanggulangan bencana diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi multi sektoral, komprehensif, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana. Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana sejak tahun anggaran 2015 telah direncanakan secara baik dari tahap pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana berupa program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan risiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. 

Pada saat terjadi bencana dan transisi bencana ke pemulihan, penanggulangan bencana harus memiliki arah, kapasitas dan sistem yang sudah handal, antara lain wawasan dan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, terdapatnya SOP dan semangat yang tinggi tidak kenal lelah selalu siaga 24 jam tanpa jeda. Kegiatan-kegiatan pada saat terjadi bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan/atau pengungsi. Setelah semua teratasi, dimulailah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat (pasca bencana). 
2). 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, semakin menegaskan amanat konstitusi bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi, lembaga, pemangku kepentingan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga asing dan dunia usaha segera menyusun program dan kegiatannya dengan memasukkan aspek PRB menjadi visi dan misi kelembagaan dan komitmen pribadi segenap komponen yang terlibat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3).
Telah dimilikinya media pelayanan informasi publik berupa website, twitter, facebook, pamflet/leaflet, buku sosialisasi bencana, papan pengumuman dan himbauan melalui                 surat edaran merupakan media strategis untuk mensosialisasikan penanggulangan bencana, PRB dan mitigasi kepada segenap lapisan masyarakat.
4). 
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik sekaligus melaksanakan kegiatan mitigasi bencana.
5).
Telah terbentuknya Forum PRB Kabupaten dan Forum PRB Tingkat Desa, meskipun baru 2 Desa yang telah terbentuk, yaitu Forum PRB Desa Balong, Kecamatan Jenawi dan Forum PRB Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

6).
Telah terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA), meskipun baru 2 Desa yang telah terbentuk, yaitu Destana Balong, Kecamatan Jenawi dan Destana Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

7).
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan Laporan Situasi Daerah (LASIDA), sehingga BPBD dapat dengan leluasa melakukan monitoring situasi wilayah terkait ketenteraman masyarakat dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
8).
Telah dimilikinya SOP disamping berbagai pedoman dan petunjuk teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

9).
Mempunyai kewenangan untuk turut memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan perizinan usaha dan pendirian rumah tinggal di wilayah rawan bencana.
10).
Amanat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa harus dimasukkannya muatan pendidikan penanggulangan bencana, secara khusus PRB dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
11).
Terdapatnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan yang jumlahnya cukup banyak, dengan anggota aktif yang banyak pula.

12).
Terdapatnya dukungan dari instansi TNI dan Kepolisian             Negara Republik Indonesia di daeah dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.

13).
Terdapatnya dukungan dari BNPB, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, DPRD khususnya  Komisi D, Bappeda, DPPKAD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Palang Merah Indonesia dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam berbagai program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana.

14).
Semakin dipahaminya mekanisme penanggulangan bencana dan penerapan birokrasi luar biasa dalam tahap tanggap darurat bencana.

15).
Semakin bertambahnya dana on call atau dana siap pakai dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran BPBD dan dana Bantuan Tidak Terduga Bencana Alam dalam DPA DPPKAD, mulai tahun anggaran 2015.

3. Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.
a. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya PRB, daripada merespon bencana yang terjadi.

b. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara multi sektoral, sinergis, terkoordinasi dan komprehensif, dilakukan baik oleh Pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai wujud tanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang sama, tidak semata menjadi tanggung jawab Pemerintah atau BPBD. 

c. Perlunya perencanaan teknis kebencanaan dan sistem penanggulangan bencana yang handal sesuai peraturan di tingkat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku nasional. 

d. Bencana dapat berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan, penghidupan dan ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu semua pihak dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan peran serta aktif dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

e. Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan Kabupaten Karanganyar. Mengingat bahwa keberadaan Kabupaten Karanganyar berada di atas lempeng tektonik yang terdiri dari patahan dan tumpukan serta berada dalam jalur gempa. Disamping itu, letak beberapa wilayah Kecamatan dan Desa berada di lereng gunung dan lembah. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.              Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan. 

f. Mewujudkan ketangguhan masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan kota dalam menghadapi bencana.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2017
A. TUJUAN

Tujuan BPBD adalah mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan untuk mampu bangkit dari dampak dan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis dan handal. 
B. SASARAN 
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Daerah dalam kegiatan BPBD. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, “menantang” namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut maka BPBD menetapkan sasaran sebagai berikut:

1). Melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
2). Meningkatkan kepekaan, partisipasi dan ketangguhan mayarakat dan dunia usaha secara melembaga dalam penanggulangan bencana.
3). Membangun jejaring dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi/lembaga terkait, pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
4). Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis dan handal.
5). Menyelenggarakan pembangunan Daerah bidang kebencanaan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
6). Mengintegrsikan dan memadukan perencanaan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
RENJA BPBD selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Pada level Daerah, RENJA disusun dengan berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 yang difokuskan pada : PENGEMBANGAN NILAI-NILAI LOKAL UNTUK PENGUATAN DAYA SAING WILAYAH. BPBD harus menyesuaikan RENJA untuk mengatasi berbagai masalah dan sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 tahun ke-5   yaitu : KARANGANYAR MAJU DAN CERDAS. Arah kebijakan umum atau sasaran prioritas yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah : PENINGKATAN KESADARAN DAN KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.

Target kinerja BPBD tahun 2018 secara umum adalah : TERWUJUDNYA  PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA AGAR SINERGI DENGAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN BENCANA MENUJU KETANGGUHAN KARANGANYAR DALAM MENGHADAPI BENCANA. Target tersebut selaras dengan garis besar tema pembangunan Daerah                   tahun 2018 yaitu ketangguhan nilai-nilai lokal, daya saing ekonomi dan pengentasan kemiskinan, kecerdasan masyarakat dan ketaatan hukum. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana program dan kegiatan, selaras dengan isu-isu yang berkembang berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar, yaitu :
1) Perhatian terhadap upaya penanggulangan bencana dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama di sektor ekonomi, pendidikan dan kesadaran hukum.

2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
3) Pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, seyogyanya diimbangi dengan upaya-upaya PRB dan mitigasi.

4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.

5) Masih lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi/lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, masyarakat, dan stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, sehingga dimungkinkan menguras sumberdaya Daerah yang besar.

7) Kabupaten Karanganyar selain menghadapi bencana reguler juga harus memperhatikan upaya PRB dan mitigasi yang selama ini masih kurang mendapatkan porsi perhatian, sehingga dipastikan akan banyak menguras sumberdaya yang ada jika terjadi bencana.

8) Keterbatasan sumberdaya, baik manusia, sarana dan prasana, serta biaya sehingga membuat tugas operasional menjadi terhambat.
Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah               Tahun Anggaran 2017
Rencana Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar

Tahun 2017
	NO
	PROGRAM /  KEGIATAN

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	1
	Penyediaan jasa surat menyurat

	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

	4
	Penyediaan alat tulis kantor

	5
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

	6
	Penyediaan makanan dan minuman

	7
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	8
	Pemeliharaan alat-alat komunikasi

	III
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	9
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

	10
	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas SKPD

	11
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan

	IV
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

	12
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

	13
	Gladi penanggulangan bencana

	14
	Peningkatan penanganan bencana


BAB IV
Indikator kinerja pelayanan SKPD

TAHUN 2017
Kinerja pelayanan SKPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh SKPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra SKPD. 

Indikator kinerja pelayanan BPBD secara umum dapat dilihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan BPBD dapat diketahui dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sasaran yang akan dicapai / diwujudkan BPBD di tahun 2017 yaitu  :

1. Apakah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana terlaksananya dengan tepat.

2. Apakah dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana terwujud secara tepat waktu.

3. Apakah tersedia data dan informasi, yang up to date, tepat dan dapat dipercaya.

4. Apakah masing-masing seksi berfungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Apakah terwujud koordinasi dan kerjasama yang kompak baik dengan SKPD maupun Lembaga Legislatif.

Secara hierarkhi dan lebih terinci indikator ditunjukkan dari indikator terkecil sampai indikator umum (satu SKPD). Indikator terkecil menunjukkan keberhasilan dari masing-masing kegiatan, indikator kegiatan selanjutnya menunjukkan keberhasilan dari program-program dan seterusnya sampai indikator umum, yang menunjukkan keberhasilan kinerja pelayanan SKPD.  

Indikator Kinerja pelayanan BPBD, seperti yang tertuang dalam Renstra BPBD 2014 – 2018 ditunjukkan dengan :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta
2. Meningkatnya kualitas system perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD
4. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran
5. Meningkatnya intensitas koordinasi di tingkat kecamatan oleh BPBD dan SKPD terkait
Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BPBD, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan BPBD merupakan pencapaian kinerja pelayanan BPBD.
Indikator Hasil Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar

Tahun 2017

	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA (KELUARAN)

	 
	 
	 

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Terlaksananya kegiatan surat menyurat selama 12 bulan

	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	Tersedianya pajak kendaraan bermotor dan pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan

	4
	Penyediaan alat tulis kantor
	Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi sejumlah 51 Jenis

	5
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi sejumlah 8 jenis

	6
	Penyediaan makanan dan minuman
	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu selama 12 bulan

	7
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi selama 12 bulan

	 
	 
	 


	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

	8
	Pemeliharaan alat-alat komunikasi
	Terlaksananya persediaan alat-alat komunikasi sejumlah 26 unit

	 
	 
	 

	III
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	9
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Terlaksananya penyusunan dokumen selama 12 bulan

	10
	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas SKPD
	Terlaksananya penyusunan dokumen selama 12 bulan

	11
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan
	Terlaksananya kegiatan pelaporan dengan tertib dan lancar selama 12 bulan

	 
	 
	 

	IV
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Terlaksananya Penanggulangan Korban Bencana Alam yang Optimal

	12
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	Terselenggaranya pemantauan daerah rawan bencana selama 12 bulan/150 peserta

	13
	Gladi penanggulangan bencana
	Terlaksananya gladi penanggulangan bencana dan bimbingan teknis relawan sejumlah 2 kegiatan

	14
	Peningkatan penanganan bencana
	Terlaksananya penanganan bencana selama 1 tahun


BAB V

Sumber pendanaan SKPD

A. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan  beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.
B. Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.
Dana Indikatif dan Sumber Dana Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Karanganyar

Tahun 2017

	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	DANA INDIKATIF
	SUMBER DANA

	 
	 
	 
	 

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Rp 297,000,000
	

	1
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Rp 7,000,000
	APBD Kabupaten



	2
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Rp 45,000,000
	APBD Kabupaten



	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	Rp 65,000,000
	APBD Kabupaten



	4
	Penyediaan alat tulis kantor
	Rp 30,000,000
	APBD Kabupaten



	5
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Rp 20,000,000
	APBD Kabupaten



	6
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rp 30,000,000
	APBD Kabupaten



	7
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Rp 100,000,000
	APBD Kabupaten



	 
	 
	 
	

	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Rp 20,000,000
	

	8
	Pemeliharaan alat-alat komunikasi
	Rp 20,000,000
	APBD Kabupaten



	 
	 
	 
	

	III
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Rp 104,000,000
	

	9
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Rp 4,000,000
	APBD Kabupaten



	10
	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas SKPD
	Rp 20,000,000
	APBD Kabupaten



	11
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan
	Rp 80,000,000
	APBD Kabupaten



	 
	 
	 
	

	IV
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Rp 770,000,000
	

	12
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
	Rp 70,000,000
	APBD Kabupaten



	13
	Gladi penanggulangan bencana
	Rp 100,000,000
	APBD Kabupaten



	14
	Peningkatan penanganan bencana
	Rp 600,000,000
	APBD Kabupaten




BAB VI

Penutup
Penyusunan RENJA BPBD disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 dan RENSTRA BPBD tahun 2014-2018. Sedangkan, nomenklatur Program dan Kegiataan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap-tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Seksi-Seksi di lingkungan BPBD, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntanbilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntanbilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut  tidak semata-mata kepada input (masukan), namun lebih ditekankan kepada output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (pengaruh/ dampak) yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dan kegiatan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program dan kegiatan. Diharapkan melalui program dan kegiatan tersebut membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Karanganyar,       Januari 2017.

an. KEPALA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

selaku Pengguna Anggaran,

Kepala Pelaksana,

selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

NUGROHO, S.Sos, M.Hum
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